BUPATI MAROS
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TENTANG

TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MAROS,

bahwa kinerja Penyedia dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah memiliki nilai strategis dalam menciptakan
tata kelola pengadaan yang kredibel karena
menyangkut upaya membina hubungan rasional dalam
rangka menjamin kebutuhan Perangkat Daerah dalam
mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 huruf c
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi menyatakan bahwa Pemerintah Pusat
dan/atau  Pemerintah  Daerah  sesuai dengan
kewenangannya melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang salah satunya
meliputi tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa
dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan
bahwa  bupati/walikota melakukan pengawasan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang salah satunya
adalah tertib kinerja penyedia jasa konstruksi terhadap
pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan
belanja daerah kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf
m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
menyatakan bahwa salah satu tugas dari Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) adalah menilai kinerja
Penyedia;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d
tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan



Mengingat:

1.

Bupati tentang Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Maros.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201l
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Peruahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.

14.

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentangJasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil- (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan
Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
486);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 593);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun

2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PENILAIAN
KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Maros.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pimpinan dari organisasi perangkat
daera}a};l pada Pemerintah Kabupaten Maros yang ditetapkan oleh kepala
daerah.
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Pejabat Penandatangan Kontrak yang selanjutnya disingkat PjPK adalah
pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengadakap
perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja
yang ditetapkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat merupakan
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KpA), atau Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ
adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang
menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ
untuk mengelola pemilihan penyedia.

Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat
administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak.
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah aparat pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini Inspektorat
Daerah Kabupaten Maros.

Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur pemerintah daerah
untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas
tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan
barang/jasa.

Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perseorangan dalam rangka memberi
masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian
atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu
untuk urusan yang ~ bersifat administrasi/keuangan  kepada
PA/KPA/PPK/PPTK/Pok ja Pemilihan.

Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau
Pekerjaan Konstruksi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang,

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.
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(1)

(2)

Jasa Konsultansi adalah jasa layanar, profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa orang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dajarn suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
rnenyelesaikan suatu pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau
pelaksana Swakelola.

Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi adalah kinerja badan usaha dan/atau
kinerja pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperikan
pedoman tata laksana penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa
di lingkungan pemerintah daerah agar diperoleh hasil yang optimal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a. meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan penilaian kinerja
penyedia pengadaan barang/jasa;

b. sebagai instrumen dalam melindungi aparatur dari kemungkinan
tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

c. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam melakukan
penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa;

d. memberikan informasi mengenai kualitas kompetensi yang harus
dikuasai dalam pelaksanaan penilaian kinerja penyedia pengadaan
barang/jasa; dan

e. meningkatkan efisiensi, efektifitas, kemandirian, akuntabilitas, dan
menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

a.

po

mewujudkan tertib penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dalam
rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia;
memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan
kontrak;

melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;

menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan
kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai Kontrak; dan
memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh
Penyedia.

Pasal 4

Kinerja penyedia jasa konstruksi meliputi:
a. kinerja tahunan; dan
b. kinerja sesaat.



(2) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan kinerja penyelesaian proyek yang ditangani perusahaan yang
sudah melalui proses serah terima pertama hasil pekerjaan dan serah
terima akhir hasil pekerjaan.

(3) Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan
penilaian kinerja berdasarkan rencana dan realisasi hasil pekerjaan pada
saat pekerjaan berlangsung.

(4) Khusus untuk kinerja penyedia pengadaan barang/jasa konsultansi non-
konstruksi/jasa lainnya merupakan penilaian kinerja berdasarkan serah
terima hasil pekerjaan.

Pasal 5

Tata laksana penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor
57 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia Jasa
Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inj dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

pada tanggal ¥, “Ywen X9
BUPATI MAROS,
\

A.S CHAIDIRSYAM

Diundangkan di Maros,

pada tanggal |{, ﬁmm 3>

SEKRETARIS DAERAH,

. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 2L



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 2 TAHWY 023

TANGGAL : |6 JANUARA 9093

TENTANG : TATA  LAKSANA  PENILAIAN
KINERJA PENYEDIA PENGADAAN
BARANG /JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MAROS

TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

A.PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf c¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa
Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa
Konstruksi, terdiri atas:
asosiasi perusahaan;
asosiasi profesi;
lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
pengguna jasa;
penyedia jasa;
perguruan tinggi/pakar;
pelaku rantai pasok;
tenaga kerja konstruksi;
pemerhati konstruksi;
lembaga sertifikasijasa konstruksi; dan
pemanfaat produkjasa konstruksi.

RO NOG kWM
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Pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup
daerah sesuai kewenangannya meliputi:

1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

2. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah
kabupaten/kota;

3. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

4. penerbitan izin usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan
persyaratan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
dan

5. pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib usaha jasa
konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan
produk jasa konstruksi.

Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa



Konstruksi Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa “Bupati/walikota
melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 terhadap pembiayaan yang berasal dari
anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota”. Pasal 121°
menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi
dilakukan untuk mewujudkan:

tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;

tertib usaha jasa konstruksi dan perizinan tata bangunan;

tertib pemanfaatan produkjasa konstruksi; dan/atau

tertib kinerja penyedia jasa konstruksi.

PO

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa aspek, indikator
dan bobot penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa terdiri atas:

1. kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot
30%7/;

2. Dbiaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan
bobot 20%;

3. waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan

4. layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan
bobot 20%;

Kriteria dan skor penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa untuk
aspek kualitas dan kuantitas, aspek biaya, aspek waktu dan aspek layanan
yakni Cukup = 1, Baik = 2, dan Sangat Baik = 3. Terhadap pengadaan
pengadaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan
pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia pengadaan barang/jasa,
maka kriteria dan skor penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa
diberikan nilai Buruk = 0.

Total nilai akhir penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa
merupakan akumulasi hasil perkalian antara penilaian setiap indikator
kinerja dengan bobot penilaian masing-masing aspek, dengan rumus:

Total Nilai
Akhir = Y (penilaian setiap indikator kinerja x bobot penilaian)
Penilaian

Predikat kinerja penyedia jasa konstruksi terhadap total nilai akhir
penilaian sebagai berikut:

-~ Total Nilai = . = o
. Akhyr o Tredtiet Hinerh

0 Buruk
1-<2 Cukup
2-<3 Baik

3 Sangat Baik




B. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA

Pihak yang terlibat dalam penilaian kinerja penyedia pengadaan
barang/jasa, yakni;

1. Pengguna Anggaran;

2. Inspektorat Daerah;

3. Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi;

4. Pejabat Penandatangan Kontrak/PjPK;

5. Pimpinan UKPBJ;

6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

7. Tim Teknis;

8. Tim Pendukung (apabila diperlukan).

TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN
BARANG/JASA

1. Ketentuan Umum

a.

b.

Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan penilaian kinerja

penyedia pengadaan barang/jasa.

Dalam melakukan penilaian kinerja penyedia pengadaan

barang/jasa, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh

PPTK, Tim Teknis, dan/atau Tim Pendukung.

Pejabat Penandatangan Kontrak melaksanakan penilaian kinerja

setelah:

1) Penyedia pekerjaan konstruksi melakukan serah terima
pertama hasil pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dan
serah terima akhir hasil pekerjaan (Final Hand Over/FHO)
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;

2) Penyedia barang/jasa konsultansi/jasa lainnya melakukan
serah terima hasil pekerjaan (BAST) kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak; ‘

3) Pejabat Penandatangan Kontrak menghentikan kontrak karena
keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat
dilanjutkan/diselesaikan; atau

4) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan
kontrak karena kesalahan penyedia pengadaan barang/jasa.

Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja sangat
baik, diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa untuk tahun berjalan dan/atau tahun
berikutnya.
Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja baik,
dapat mengikuti kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
untuk tahun berikutnya.
Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja cukup,
dapat dipertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa untuk tahun berikutnya dengan
memperhatikan catatan hasil akhir penilaian kinerja penyedia
pengadaan barang/jasa sesuai dengan kelompok bidang yang telah
dilaksanakan.

Kelompok bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud angka 1

huruf g, terdiri atas:



1) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi keciptakaryaan

2) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi kebinamargaan

3) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi sumber daya air

4) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi mekanikal elektrikal

5) Kelompok bidang jasa konsultansi konstruksi pengkajian,
perencanaan dan/atau perancangan

6) Kelompok bidangjasa konsultansi konstruksi pengawasan

7) Kelompok bidang jasa konsultansi konstruksi manajemen
penyelenggaraan konstruksi

Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja buruk,

tidak dapat mengikuti kegiatan penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.

Dalam hal Penyedia memiliki beberapa paket pekerjaan pada tahun

berjalan, maka penilaian yang memiliki predikat kinerja terendah

yang akan digunakan dan diumumkan.

Ketentuan Langkah Kerja Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan
Barang/Jasa

a.

Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian kinerja
penyedia pengadaan barang/jasa menggunakan format penilaian
kinerja penyedia pengadaan barang/jasa.
Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan laporan hasil
penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa kepada
Pengguna Anggaran untuk dilakukan rekapitulasi dan
inventarisasi. *
Dalam hal Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat
Penandatangan Kontrak, maka Pengguna Anggaran melakukan
rekapitulasi dan inventarisasi.
Pengguna Anggaran melaporkan hasil rekapitulasi dan
inventarisasi kepada Bupati setiap bulan tahun berjalan, dengan
tembusan kepada:
1) Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros;
2) Pimpinan UKPBJ; dan
3) Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa
konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
Inspektorat daerah mengumpulkan hasil penilaian kinerja penyedia
pengadaan barang/jasa, sebagai salah satu bahan dalam
melakukan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah khususnya penyelenggaraan pengadaan
barang/jasa’.
UKPBJ mengumpulkan hasil penilaian kinerja penyedia pengadaan
barang/jasa, sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan
strategi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi
mengumpulkan hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi
untuk diumumkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi
(SIPJAKI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dan/atau Sistem Informasi
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (SIAPJAKI) Kabupaten Maros
serta sebagai salah satu bahan penyeleggaraan pembinaan jasa
konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.



Pengguna Anggaran pada seluruh perangkat daerah wajb
memperhatikan hasil penilaian kinerja penyedia pengadaan
barang/jasa sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan
mitigasi risiko penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

Penyedia pengadaan barang/jasa dapat mengajukan keberatan
secara tertulis disertai dengan kelengkapan bukti keberatan
kepada Bupati.

Bupati memerintahkan Inspektorat Daerah dan/atau perangkat
daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi untuk
melakukan pemeriksaan dan pengkajian atas keberatan penyedia
pengadaan barang/jasa.

Dalamn melakukan pemeriksaan dan pengkajian, Inspektorat
Daerah dan/atau perangkat daerah yang membidangi sub-urusan
jasa konstruksi dapat memanggil pihak yang terkait serta
klarifikasi lapangan.

Laporan hasil pemeriksaan dan pengkajian diserahkan kepada
Bupati paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya keberatan
dari penyedia pengadaan barang/jasa.

. Dalam hal keberatan dari Penyedia diterima, Bupati dapat
memerintahkan perubahan pengumuman hasil penilaian penyedia
pengadaan barang/jasa.
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Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Konstruksi

KOPPERANGKATDAERAH

Unit Kerja

Nama Perusahaan
Alamat
Perusahaan

Paket Pekerjaan

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Lokasi
Pekerjaan
Nilai Kontrak
Nomor
Kontrak
Masa
Pelaksanaan
Kontrak

Aspek Bobot

Uraian Indikator Kinerja

Check
list

Skor

Pemberian
Angka

Nilai

Ket

Kinerja
1

3

7 (2%6}

Kuantitas
dan
Kualitas

30%

> 50%hasil pekerjaan memerlukan
perba1kan/ penggantlan agar sesuai -

-denganketentuan dalam kontrak

a4

Ketersediaan material dan tenaga
kerja yang tidak sesuai dengan -
rencana mutu pekexjaan konstrukm

'(RMPK) yang mempengaruhi target -
“kuantitas dan kuahtas volume

pekerjaan

Melaksanakén sebaglan darl uji -
fungs1 /uaji laboratorlum/ uji tekms dari

 yang tertera pada kontrak dcngan

hasil tidak sesuai spesifikasi teknis :

‘Pernah diberi teguran/peringatan
tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau Pengawas sebanyak
2 kali dan ditindaklanjuti

Menggunakan tenaga kerja, materlal
‘dan/atau peralatan tidak sesuai
dengan rencana mutu pekeljaan ‘
konstruksi (RMPK) yang : ~
mempengarum target kuantltas dan .
kualitas volume pekerjaan

< 50%:hasil pekerjaan memerlukan
perbaikan/penggantian agar sesuai
dengan ketentuan dalam kontrak.

Ketersediaan material dan tenaga
kerja yang tidak sesuai dengan
rencana mutu pekerjaan konstruksi
(RMPK) tetapi tidak mempengaruhi
target kuantitas dan kualitas volume
pekerjaan

Melaksanakan sebagian dari u 31 ,
fungsi/uji laboratorium/uji teknis dari
yang tertera pada kontrak dengan
_hasil sesuai dengan spesifikasi teknis

Pernah diberi teguran/peringatan
tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau Pengawas scbanyak
1 kali dan ditindaklanjuti

Menggunakan tenaga kerja, matenal
dan/atau peralatantidak sesuai =
dengan rencana mutu pekerjaan
konstruksi (RMPK) tetapi tidak - .
mempengaruhi target kuanutasdan
kualitas volume pekerjaan




Aspek
Kinerja

Bobot

Uraian Indikator Kinerja

Check

Skor

Pemberian

Nilai

3

7 (2x6)

- 100% hasil pekerjaan sesuai dengan

ketentuan dalam kontrak.

-Ketersediaan material dan tenaga =

kerja yang sesuai dengan renicana

mutu pekerjaan konstruksi (RMPK)

Melaksanakan uji fungsi/uji-

kontrak -

laboratonum/ u_n telcms sesua1 (:lengan‘

Tidak pemah dlben : -
teguran/peringatan tertulis dan
Pejabat Penandatangan Kontrak
dan/atau Pengawas:

Menggunakan tenaga kerja, matenal

-dan/atau peralatan sesuai dengan

‘rencana mutu pekexjaan konstruks1
(RMPK])

Biaya

20%

Tidak mengmformasﬂ(an sejak awal

“atas kondisi/kejadian yang berpotcns:

menambah biaya dan mengajukan -
perubahan kontrak yang akan
berdampak pada penambahan total
biaya tanpa alasan yang memadai
sehingga ditolak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak:

Tidak menginformasikan se_jak awal
atas kondisi/kejadian yang berpoten31
menambah biaya '

‘akan berdampak pada penambahan
‘total biaya tanpa alasan yang ‘

Penandatangan Kontrak

Mengajukan perubahan kontrak yang

-memadai sehingga ditolak oleh Pejabat ‘

Telah melakukan pengendalian blaya
dengan baik dengan . :
menginformasikan sejak awal atas ;
kondisi yang berpotensi menambah -
biaya dan perubahan kontrak yang
dia jukan - sudah dldasan dengan
alasan yang dapat -
dipertanggungjawabkan, sehmgga
penambahan biaya dapat diantisipasi.

Penyelesaian pekerjaan terlambat
“melebihi 50 (lima puluh) hari kalender
dari waktu yang ditetapkan dalam
kontrak karena kesalahan Penyedia.

Terdapat keterlambatan. pekerjaan
yang tidak sesuai dengan jadwal pada
rencana mutu pekerjaan konstruksi-
(RMPK) yang mempengaruhi masa
‘pelaksanaan pekerjaan konstruksi

- Mengajukan pemberian kesempatan

karena alasan teknis/sosial dan
'menyelesalkan sesuai batas’ akhlr i
- pemberian kesempatan

Menyec liakan ren cana pemenk saan
dan pe! ngu_]lan (inspection and : test

plan) ti dak sesuau dengan Jadw al pad. :

: Jadwal ;iéda rencana'mutu pekexjaan
konstruks1 (RMPK) yang co
h




Aspek

Bobot

Uraian Indikator Kinerja

Check

Skor

Pemberian

Ket

Kinerja
1

3

7(2x6)

Waktu

30%

-Penyelesaian pekerjaan tertambat
‘sampai dengan 50 (lima puluh) hari

dalam kontrak karena kesalahan :
-Penyedia.. % :

kalender dari waktu yang ditetapkan - e

‘rencana mutu pekerjaan konstruksi
(RMPK) tetapi tidak mempengaruhi -
masa pelaksanaan pekexjaan ’
| konstruksi o

Terdapat keteﬂéinbatan Peker:]aan =
yang. tidak sesuai dengan jadwal pada | -

karena alasan teknis/sosial dan

_pemberian k@empatan

Mengajukan pémbenan kesempatan -

_menyelesaikan sebelum batas akh1r o

‘rencana mutu pekeljaan konstruksi
i (RMPK) tetapi tidak mempe ngaruhl
masa pelaksanaan pekcr_]aan

. konstruksi

'Menyedlakan rencana pemenksaan v
dan ‘pengujian (mspecuon andtest |
plan) tidak sesuai dengan jadwal pada» f

Menyedlakan ténaga keqa, materlal
dan/atau peralatan dalam work

‘konstruksi. (RMPK) tetapi tidak
'mempengaruhl masa pelaksanaan
| pekerjaan konstruksi. :

methodl statement tidak sesuai dengan & I
-jadwal padarcncana mutupekeljaan

atau lebih cepat sesuaidengan
kebutuhan Pe Jabat Penandatangan
Kontrak

Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan,' e
‘waktu yangditetapkandalam kontrak | .~

Men yelesaukan peker;]aan sesuai .
‘dengan jadwal pada rencana mutu -
pekerjaan kKonstruksi (RMPK)

kesempatan karenéalasan
teknis/gosial " *

.T1dakmenga3ukan'pembenan

' Men*yedlakanrencana pemenksaan
: plan) sesuai dengan jadwal pada

(RMPK)

' dan pengujlan (inspection and test_k ’ 3

Tencana mutu pekerjaan konstrukéx wibs

dan/atau peralatan dalamwork -
method statement sesual dengan

konstruksi (RMPK]) .

-?Menyedlakan tenagakerja, matenal e

‘ Jadwal pada rencana mutu pekexjaan

positif atas permintaan Pejabat
Penandatangan Kontrak dan sulit

pelaksanaan: pekerjaan.

Penyedia lambat memben tanggapan

diajak berdiskusi dalam penyelesalan :

“Melaksanakan sosialisasi kepada

masyarakat setelah pekerjaan betjalan‘

Menyediakan sebagian dari buku

bahan dan tenaga kerja

- direksi, buku tamu, buku penenmaan

Menyediakan sebagian dari laporan
harian, mingguan dan bulanan

Menyediakan sebagian dari Iaporan'
pelaksanaan keselamatan sesuai’
dengan rencana kes lamatan
konstruksi (RKK)




Aspek
Kinerja

Bobot

Uraian Indikator Kinerja

Check

Skor

Pemberian

3

7 (2x6)

Layanan

20%

Menyediakan sebagian dari laporan
pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan sesuai dengan rencana
kerja pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup {RKPPL)

Menyediakan sebagian dari laporan

pekerjaan sesuai dengan rencana
kerja manajemen lalu lintas pekeljaan
(RMLLP) :

pelaksanaan manajemen lalu lintas -

Menyediakan sebagian dari
pernyataanizin kerja (work permzt}

| penyelesai ,"sesual dengan yang '

.Merespon permintaan dengan

‘diminta’

: Penyed1a mudahdlhubungl dan
. berdiskusidalam penyelesalan
pela ks :anaan pekerjaan -

“Melz ik sanakan sosiali sasxk@am e

‘masy -urakat karena di mirta’

tamu, buku penerimaan bahan dan_
terega kerja karenadiminta

Menyedlakan buku direksi, buku'

j-_Menyedxakan laporan harian, ;
- mingguan dan bulanan karend

diminta

Menyedlak'aryl' laporan pelaksanaan :

- keselamatan konstruksi sesuai dengan |
trukS1 (RKK) e

‘rencana : 1amatan k
‘karenadiminta

‘Menyediakanlaporan pelaksanaan
_pengelolaan dan pemantauan : sesual
denganrencana kerja pengelolaan dan
‘pemantauan lingkungan hi up ;
(RKPPL) karena diminta

;'Menyedlakanlaporan pelaksanaan

lintas pekerjaan
’sesumdengan *encanakerja roE
manajemen lalu lintas pekeljaan
- (RMLLP). karena diminta .

‘Menyediakan pernyataan izin ker_[a :
(work permit) karena diminta

Merespon ‘pemuntaan dengan
'ipenyelesfal Sesual dengan yang

pelaksanaan pekeljaan

Melaksanakan sosialisasi kepada
masyarakat sesuai’ ketentuan

Menyediakan buku direksi, bukur o
_tamu, buku penenmaa.n bahan dan
tenaga kerja :

- Menyediakan Iaporan harlan, S g
| mingguan dan bulanan sesuai dengan
rencana mutu pekerjaan konstruks1 2

,L_K)

: keselamatan konstruksn sesueu dengan.

1 Menyed 1akan lap

»oran

rencana keselamatan konstruks1 (RKK)




s P‘;}‘a Bobot Uraian Indikator Kinerja Chock | skor | Pemberian | wyo; | Ket
1 2 3 4 : S 6 7 (2x6) 8

! Menyedlakan laporan pelaksanaan
manajemen lalu‘/ hntas "pekerjaan :

| "'.LPY

’(workpermzt) scsua] dengan rencana
mutu jekerjaan konstruksi (RMPK)

JUMLAH TOTAL NILAI

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA '
Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor y berbeda,

Catatan:
maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah.
MarOS, .cooeennrnnennrininennannns 2023
Pejahat Penandatangan Kontrak PPTK/Tim Teknis
P L 6F:1 330 TR ) PO NAMA.euirenrirnnrrnrannns )
NIP. oiiiiiiieitciauierieneaneraneaeaes




Format Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultansi

KOPPERANGKATDAERAH

Unit Kerja

Nama Perusahaan

Alamat

Perusahaan

Paket Pekerjaan

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Lokasi
Pekerjaan
Nilai Kontrak
Nomor
Kontrak
Masa
Pelaksanaan
Kontrak

Aspek

Bobot

Uraian Indikator Kinerja

Check
list Skor

Pemberian

Nilai

Ket.

Kinerja
1

3

7 (2x6)

Kuantitas
dan
Kualitas

30%

'>50% hasilpekerjaan memerlukan

‘ perbaikan/penggantian agar sesueu
dengan ketentuan dalam kontrak.

4 )

Ketersediaan jumlah tenaga kerja (ahh‘
dan sub profesional) yang tidak sesusu
- dengan program mutu yang

mempengaruhi targetkuantltas dan Lo

kualitas pekerjaan

Pernah. diberi teguran /penngatan ;
tertulisdari- Pejabat Penandatangan -
‘Kontrakseban: yak2 kali dan :
ditindaklanjuti. :

-Menggunakan tenaga ke :]a (ahh da.n

sub profesional) tidak sesuaidengan

program mutuyangmempengaruhi
target kuantltas dan kuahtas ‘
pekeljaan e -

<.50% hasil i)ekeqaan memerlukan
perbaikan/penggantian agar sesuai
dengan ketentuan dalam kontrak.

Ketersediaan jumlah tenaga kerja (ahh
dan sub profesional} yang tidak sesuai
denganprogram mutu tetapitidak
mempengaruhi target kuantxtas dan
kualitas pekerjaan

Pernah diberi teguran/penngatan
tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak sebanyak 1 kali dan
ditindaklan juti

Menggunakan tenaga kelja (ahli dan
sub profesional) tidak sesuai dengan
program mutu tetapi tidak =~
mempengaruhi target kuantitas dan
kualitas pekerjaan

100% hasil pekerjaan sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak.

deggan Qrog_ramf mutu: :

Ketersediaan jumlah tenaga kerja (ahh

dan sub profes

Tidak pernah diberi :
teguran/ peringatan tertuhs dan
Pejabat Penandatangan’ Kontrak

Aspek
Kinerja

Bobot

UraianIndikatorKinerja

Skor

Pemberian
Angka

Nilai

Ket.

3

7 (2x6)




Menggunakan tenaga keqa(ahh dan:
sub prof esmna]) yang sesuax dengan
program mutu -

Biaya

Waktu

20%

30%

 Tidak mengmformasxkan sejakawal % Ve

- atas konchsl/ke jadian yang berpotensi -
menambah biaya dan mengajukan
perubahan kon trakyang akan :
‘berdampak pada’ penambahan total
biaya tanpa alasan yang memadai =
‘sehingga ditolak oleh Pejabat- :
PenandatanganKontrak

Tidak menginformasikan sejak awal = '

atas kOI’ldlSl/ kejadian yang berpotens1
“menambah biaya - N

‘ Penandatangan Kontrak

‘Mengajukan perubahan kontrak yang

akan berdampak pada penambahan o

total biaya tanpa’ alasan yang
memadai sehingga ditolak oleh Pejabat

‘alasan yang dapat

Telah melakukan pengendahan blaya
dengan baik dengan
menginformasikan sejak awal atas
kondisi yang berpotensimenambah
biaya dan perubahan kontrak yang
diajukan sudah didasari dengan

dipertanggungjawabkan, sehmgga
enambahan biaya dapat: dlann31pa§i.

‘Penyelesaian pekerjaan terlambat
‘melebihi 50 (lima puluh} hari kalender
“dari waktu yang diteta pkan dalam

kontrak karena kesalahan Penyedia.

'Terdapat keterlambatanpekerjaan
‘yang tidak sesuaiden gan jadwal pada -
‘program m util yang mempengaru hi .
‘masa pelak sanaan ja sa konsultansi |

‘Menyediakan tenaga kerja (ahli dan

sub profeswnal) dalam rencana ketja
ticlak sesuai de ngan jad wal pada -
program mutu yang me mpengarul 1
masa pelaksan aan jasa konsultan si

Penyelesaian pekerjaan terlambat
| sampaidengan 50 (lima puluh) hari
-kalender dariwaktu yang dltetapkan

Penyedia. .

dalam kontrak karena kcsalahan

- program: mutu tetapl tidak: .
mempengaruhi masa pelaksanaan Jasa

‘Terdapatketerlambatan: pekeljaan

yang tidak sesuai dengan Jadwal pada Ties

konsultansi

‘Menyediakan tenaga kelja (ahh dan

sub profesional} dalam rencana kerja .
tldak sesuai dengan Jadwal pada s
pr ogram mutu tetapx tidak "~

m empen garuhi masa pelak‘manjasa i
ko nsulta msi

‘Penyelesaian peker_]aan sesua1 dengan 1.
-waktu yangditetapkan dalam kontrak
‘atau lebihcepat sesuaidengan R

kebutuhan Pe }abat Pena.ndatangan

Kontrak.-

Menyelcsa;lkah ‘iaekenaan sesum
dengan jadwal pada program ; mutu

Aspek
Kinerja

Bobot

UraianIndikatorKinerja

Pemberian

Angka

Nilai

Ket.

6

7(2x6)




Penyedia lambat memberi tanggapan
positif atas permintaan Pejabat '
Penandatangan Kontrak dan' sulit
diajak berdiskusi dalam penyelesaJan
pelaksanaan pekerjaan. i
Melaksanakan sosialisasi kepada =
masyarakat setelah pekerjaan berjalan
Menyediakan sebagian laporan
pendahuluan, laporan bulanan,
laporan triwulan dan laporan akh1r
Merespon permintaan dengan
penyelesalan sesua1 dengan yang
diminta
Penyeclia mudah dihubungi dan
bercliskusidalam penyelesalan . . :
Layanan 20% | pelaksanaan pekerjaan. = - sl 2
Melaksanakan sosialisasi- kepada i : :
masyarakat karena diminta _
Menyediakan laporan pendahuluan,
laporan bulanan, laporan triwulan dan"
laporan akhir karena diminta
‘Merespon permintaan dengan
penyelesaian sesuai dengan yang
-diminta dan mudah dihubungi dan
 berdiskusi dalam penyeles:_uan e
_pelaksanaan pekerjaan: - « g
-Melaksanakan sosialisasi kepada ; i
masyarakat sesuaiketentuan
‘Menyediakan laporan pendahuluan,
laporan bulanan, laporan tnwulan dan
laporan akhir

JUMLAH TOTAL NILAI

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA

Catatan: Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda,
maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah.

Pejabat Penandatangan Kontrak PPTK/Tim Teknis



Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Barang

KOP PERANGKAT DAERAH

Unit Kerja

Nama Perusahaan

Alamat

Perusahaan

Paket Pekerjaan

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAN BARANG

Lokasi
Pekerjaan
Nilai Kontrak
Nomor
Kontrak
Masa
Pelaksanaan
Kontrak

Aspek

Bobot

Uraian Indikator Kinerja

Check
list Skor

Pemberian

Nilai

Ket

Kinerja
1

3

7 (2x6)

Kuantitas
dan
Kualitas

30%

> 50%hasil pekerjaan memerlukan
perbaikan/ peniggantian agar sesua1 o

. dengan ketentuan dalam kKontrak.

4 S

Spesifikasi Barang tidak sesuai yang | T

mempengaruhi target: kuantitas dan
kualitas peketj]aan

‘Merk dan type barang tldak sesua1
‘dengan kontrak

< 50% hasil peker_jaéh memerluka.n
perbaikan /penggantian agar sesuai .
dengan ketentuan dalam kontrak. -

Spesifikasi-Barang Tidak Sesuai tetapi
tidak mempengaruhi target kuantitas
dan kualitas pekerjaan '

Merk dan type barang tidak sesuai
dengan kontrak tetapi tidak '
mempengaruh1 tujuan’ dan fungsi -

barang ~

100% hasil pel ’ljaan sesuai dengan | :

Biaya

20%

Tldak meng1nforma31kan sejak awal
“atas kondisi/ kejadian yang ‘berpotensi.
'menambahbiay a dan mengaju kan

perubahankon trak yang akan ©
‘berdampak pada penambahan total
biaya tanpa alasan yang memada1
~sehingga ditolak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak'

Tidak mengmforma&kan sejak awal

atas kondisi /kejadlan yang berpotenm _

menambah biaya

Mengajukan perubahan kontrak yang

akan berdampak pada penambahan
total biaya tanpa alasan yang

memadai sehingga ditolak oleh Pejabat' :

Penandatangan Kontrak




Aspek

Bobot

Uraian Indikator Kinerja

Check

Skor

Pemberian

Kinerja
1

3

712%6)

Telah melakukan pengendalian biaya
dengan baik dengan
menginformasikan sejak awal atas
kondisi yang berpotensi- méenambah
biaya dan perubahan kontrak yang
diajukan sudah didasari dengan
alasan yang dapat
dxpertanggung;awabkan, sehmgga
penambahan biaya dapat diantisipasi.

Waktu

30%

‘Penyelesaian pekerjaan terlambat

‘dariw akt u yang dite tapkan dalam

-melebihi 50 (lima puluh) hari kalender 1

‘kontr ak karena kesal ahan Penyedia. | .

‘karena alasan teknis/ sosial dan -
menyelesaikan sesuai batas akhlr
| pembman kesempatan :

Mengajukan pemberian kesempatan

Penyelesauan pekerjaan terlambat

dalam kontrak karena kmalahan
Penvedia.

‘sampai dengan50 (limapuluh) hari |
kalenderdari:waktu yang dltetapkan o

‘Menga Jukanpembenan kesempatan
karena alasan teknis/sosialdan

m enyelesalkan sebelumi batas akhn"
pemberiankesempatan '

Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan
atau lebih cepat sesuai dengan

Kontrak -

waktu yang: dltetapkan dalam kontrak

kebutuhan PeJabat Penandatangan - e

Tidak mengajukan pembenan
kesempatan karena alasan
-teknis/sosial"

Layanan

20%

Penyedia lambat memben tanggapan
positif atas permintaan Pejabat .
Penandatangan Kontrak dan sulit

pelaksanaan pekerjaan.

diajak berdiskusi dalam penyelesalan _

Tidak melaksanakan alih teknolog1

sesual ketentuan




Aspek Check Pemberian

Bobot UraianIndikatorKinerja Skor

Kinerja
1

2 , 3 4 5 6 7 {2%6) 8
Merespon permin taan dengan o Gl

penyelesaian ses uaidengan yang
diminta dan niudah dihubungi dan:
‘berdiskusi dalam penyelesamn A
pelaksanaan pekerjaan '
Melaksanakan alih teknologi kepada
end user sesua1 ketentuan

JUMLAH TOTAL NILAI

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA

Catatan: Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang ber eda,
maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah.

Pejabat Penandatangan Kontrak ' PPTK/Tim Teknis



Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya

KOP PERANGKAT DAERAH

PENIL RJA PENYEDIA P
Unit Kerja Lokasi
Pekerjaan
Nama Perusahaan Nilai Kontrak
Alamat Nomor
Perusahaan Kontrak
Paket Pekerjaan Masa
Pelaksanaan
Kontrak
!?iifr;‘a Bobot Uraian Indikator Kinerja C:‘i::k Skor | ¥ °mia“ Nilai | Ket
1 2 3 4 _ 5 6 7(2x6) | 8
> 50% hasil pekerjaan memerlukan - R
_perbaikan/ penggantian agar sesuai
dengan ketentuan dalam kontrak. ~ |
Ketersediaan tenaga kerja yang t1dak i
~sesuai dengan kontralc: yang. ' ks
mempengaruhi target kuantltas dan
_kualitas volume pekerjaan , g AN I
“Melaksanakan. sebagiandariuji | . f 17
’fungs1/u ji laboratorium /uji teknis dari | |
yang tertera pada kontrak- dengan o
hasil tidak sesuai spesﬁ' i kasiteknis
Pernah diberi teguran/ penngatan
tertulis dari PejabatPenandatangan
‘Kontrak sebanyak 2 kali dan :
‘ditindaklanjuti © .
< 50% hasil pekerjaan memerlukan
 perbaikan/penggantian agar sesua1
dengan ketentuan dalam kontrak.
. Ketersediaan tenaga kerja yang tldak
Kuantitas sesuai dengan kontrak tetapi tidak
dan 30% mempengaruhi target kuantitas dan
Kualitas

kualitas volume pekerjaan , ‘
Melaksanakan sebagian dari uji : 2
fungsi/uji laboratoriumy/uji teknis dari
‘yang terterapada kontrak dengan
hasil sesuai dengan spesifikasi teknis
Pernah diberi teguran/ peringatan
tertulis dari Pejabat Penandatangan
‘Kontrak sebanyak 1 kali dan ‘
ditindaklan juti

100% shasil pekerjaan sesuai dengan
ketentuan: da]amkontrak.
| Ketersediaan ten Laga LK lja.yangsesua
‘dengan kontrak Lo B 3




Aspek
Kinerja

Bobot

Uraian Indikator Kinerja

Check

Skor

Pemberian

Nilai

3

7 (2%6)

Biaya

20%

‘Tidak menginformasikan sejak awal
~atas kondisi/kejadian yang berpotensi

menambah biaya dan menga jukan
perubahan kontrak yang akan =
berdampak pada penambahan total
biaya tanpaalasan yang memadai
sehingga ditolak oleh Pe_]abat
Penandatarngan Kontrak

Tidak menginformasikan sejak awal

atas kondisi/kejadian yang berpotens1_ foo

menambah biaya

Menga_]ukan perubahan kontrak yang

akan berd ampakpada pe nambahan
total biaya tanpaalasan yang

memadai sehingga ditolak oleh Pejabat B
Penandatangan Kontrak

Telah melakukan pengendahan blaya
dengan baik dengan
menginformasikan sejak awal atas
kondisi yang berpotensi menambah
biaya dan perubahan kontrak yang
diajukan sudah didasari dengan
alasan yang dapat : ;
dipertanggungjawabkan, sehmgga
penambahan biaya dapat d1ant1s1pa81

Waktu

30%

Penyelesaian pekerjaan terlambat
melebihi 50 (lima puluh) hari kalender
dari waktu yang ditetapkan dalam
kontrak karena kesalahan Penyedia.

Terdapat keterlambatan pekerjaan i
yang tidak sesuai dengan jadwal yang
mempengaruhi masa pelaksanaan
pekerjaan.

Mengajukan pembenan kesempatan
karena alasan teknis/sosial dan i

‘menyelesaikan sesuai batas akhir

pemberian kesempatan

Penyelesaian pekerjaan terlambat
sampai dengan 50 (lima puluh) han

‘kalender dari waktu yang ditetapkan

dalam kontrak karena kesalahan
Penyedia.

Terdapat keterlambatan pekel]aan

yang tidak sesuai denga_n Jadwal tetap1 12

tidak mempengaruhi masa

- pelaksanaan pekerjaan

Mengajukan pemberian kesempatan
karena alasan teknis/sosial dan =
menyelesalkan sebelum batas akhlr
pemberian kesempatan

Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan

‘waktu yang ditetapkan dalam kontrak U

atau lebih cepat sesuai dengan

“kebutuhan Pe }aba t Penandatangan

Kontrak

,Menyelesélkan peker;]aan scsual :
-dengan jadwal

‘feknis/sosial

Tidak mengajukan ,ﬁembenan

kesempatan karen‘ 'alasan :




Aspek
Kinerja

Uraian Indikator Kinerja

Pemberian .
Skor Angka Nilai | Ket

3

5 6 7(2x6) | 8

Layanan

20%

Penyedia lambat memberi tanggapan
positif atas permintaan Pejabat
Penandatangan Kontrak dan sulit
diajak berdiskusi dalam penyelesajan
pelaksanaan pekerjaan.

Melaksanakan sosialisasi kepada
masyarakat setelah pekerjaan berjalan

Menyediakan sebagian dari laporan
harian, mingguan dan bulanan

‘Merespon perrmntaan dengan
‘penyelesaian ‘sesua1 dengan y ang

diminta

Penyedia’ mudahdlhubungl dan -

‘berdiskusidalam penyelesa.lan
‘pelaksanaan. pekerjaan

‘Melaksanakan sosi ahsasikepada

masyarakatkarena diminta

Merespor tpermmtaan dengan

‘penye lsahn sesuiai dengan ; yai ng
- dimin tadan mud ah dihubur
‘berdisiusidalam penyele v'an '

pelaksanaan pekerjaan =

Melaksanakan 8031ahsas1 kcpada

; i‘encana mutu pekerjaan :

JUMLAH TOTAL NILAI

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA

Catatan:

Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang bherbeda,
maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah.

Pejabat Penandatangan Kontrak

..........

......................................

......

..........................................




Contoh Laporan Rekapitulasi dan Inventarisasi Penilaian Kinerja Penyedia

Maros, ....cooeeviveeeieeineneeeananns 2023
NOMOT @ it Kepada
Lamp. & e Yth. Bapak Bupati Maros
Perihal : Laporan Rekapitulasi dan di -
Inventarisasi Penilaian Kinerja Tempat

Penyedia Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor ..... Tahun 2023 tentang
Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dan Hasil Penilaian
Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak pada
Perangkat Daerah .......cc.cooviiiniiniiniiiiiiicniiniennenaene Kabupaten Maros, maka
dengan hormat disampaikan Laporan Rekapitulasi dan Inventarisasi Penilaian
Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa untuk Bulan ......... ereens Tahun
2022 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya djucapkan
terima kasih.

Pengguna Anggaran

Tembusan Kepada Yth;

1. Inspektorat Daerah Kab. Maros di Maros

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kab. Maros
di Maros

3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Maros di Maros

4. Arsip,-
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Contoh Surat Keberatan Penyedia

KOP PENYEDIA

Maros, ..ooooeeeiiiiiiiiiiie 2023
J\\ 034 410 oS Kepada
Lamp. @ e Yth. Bapak Bupati Maros
Perihal : Keberatan atas Penilaian Kinerja di-
Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Tempat

Berdasarkan Hasil Pengumuman Penilaian Kinerja Penyedia pada
aplikasi sistem informasi, maka dengan hormat kami dari pihak perusahaan
menyatakan keberatan atas Hasil Penilaian Kinerja atas nama perusahaan
kami. Mohon kiranya Bapak Bupati berkenan meninjau kembali hasil
penilaian tersebut dengan bukti-bukti dokumentasi terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan
terima kasih.

Direktur

Tembusan Kepada Yth;

1. Inspektorat Daerah Kab. Maros di Maros

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kab. Maros
di Maros

3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab.- Maros di Maros

4. Arsip,-

BUPATI MAROS,
A

AS Al DIRSYAM




